
Selaku  Ketua  DPRD  Batang
Hari,  Anita  Yasmin  Tidak
Pernah  Menyesal  Tandatangani
Pinda
Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Anita
Yasmin mengklaim esensi pinjaman daerah (PinDa) tahun anggaran
2022, hilang gegara proyek pembangunan Jalan Desa Pompa Air –
Desa  Bungku  dengan  nilai  kontrak  Rp32.129.035.400,  gagal
dinikmati masyarakat.

 

“Saya tak pernah menyesal menandatangani PinDa. Kalau gagal
semua tidak, ya, tapi esensinya tidak sempurna. Itu poinnya,”
kata Anita, Senin (9/1/2023).

 

“Maksudnya, kalau bicara gagal, tidak. Karena 85 persen proyek
berjalan, kan gitu. Meskipun dengan kekurangan, biasalah kan
gitu, karena yang sempurna gak ada,” imbuhnya.

 

Anita  mengaku  mengikuti  Musrenbang  delapan  kecamatan.
Prioritas jalan sebenarnya kalau bicara yang sangat hakiki,
kata Anita adalah jalan Bungku, kemudian senami dan di Maro
Sebo Ulu.

 

“Sekali lagi saya katakan esensi terpenting PinDa hilang gitu
lho, karena enggak ada jalan Bungku ini. Tapi Sungai Ruan
sudah masuk. Itu kan kalau bicara hakikinya. Walaupun ada
jalan-jalan lainnya. Cuma kalau bicara prioritas, jalan itu
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sudah top three lah,” ujarnya.

 

Alasan  rekanan  terkendala  dana,  Anita  bilang  sangat  tidak
logis.  Ketika  rekanan  siap  bertarung  memperebutkan  suatu
proyek, tentu rekanan sudah siap dengan segala konsekuensinya,
termasuk dana.

 

“Saya agak kecewa itu muncul alasan itu dari PU. Harusnya
tidak muncul, walaupun itu alasan rekanan. Ini bukan konsumsi
internal,  PU  sudah  berstatemen  kendalanya  masalah  dana.
Artinya bukan konsumsi internal, ini sudah menjadi konsumsi
publik. Siapa yang salah, kenapa berkontrak dengan rekanan tak
punya dana,” ujar Anita.

 

Sebelumnya,  DPRD  Kabupaten  Batang  Hari  bersama  sejumlah
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  siang  kemarin  menggelar
rapat dengar pendapat (RDP). Suasana RDP begitu tegang. Dinas
PUPR jadi sasaran kritik pedas Dewan.

 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari,
Dedi Susandi dalam RDP menjelaskan sejumlah kendala pemicu
rekanan paket pekerjaan Jalan Desa Pompa Air – Desa Bungku
yang cuma terealisasi 1,319%.

 

Berdasarkan keterangan rekanan kepada dia, ada tiga kendala
penghambat, pertama masalah modal, kedua masalah kelangkaan
material, dan ketiga masalah cuaca. “Kami sudah berusaha, kami
juga tak mau kinerja kami gagal. Kami sudah berusaha sekuat
tenaga, tapi rekanan tak mampu,” jawab Dedi. (Red)


